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PUTUSAN

Nomor 2136/Pdt.G/2017/PA.Ckr
NN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai

gugat antara :

Susilawati binti Sinan, Lahir di Bekasi pada tanggal 2 Februari 1994, Umur 23
tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan
SMK, Bertempat di: Kampung pekopen barat, (di rumah orang tua
Penggugat Bapak Sinan), RT.001 RW.003, Desa Lambang Jaya
Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2017 telah memberikan
kuasa kepada Rohmat, S.Ag, SH, MH, Lukman Hakim, S.H.I
adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga & Perceraian
yang beralamat kantor di Kompleks Perkantoran Pemda
Kabupaten Bekasi (Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmabh)
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten
BekasiSelanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Kadim bin Sutarma, Lahir di Kuningan pada tanggal 01 Oktober 1989, Umur
28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMP,
Bertempat tinggal di alamat: Kampung Tenggilis RT.003 RW.005
(di rumah kontrakan bapak Fiki), Desa Lambang Sari, Kecamatan
Tambun selatan Kabupaten Bekasi Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara,;
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Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09
Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,
Nomor 2136/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan untuk melakukan

cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari minggu
tanggal 26 Oktober 2014 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
2086/376/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman sendiri yang beralamat di: Kampung Pekopen Selatan (di rumah
Kontrakan Bapak Saidin), RT.001 RW.005, Desa Lambang Jaya, Kecamatan

Tambun selatan, Kabupaten Bekasi;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis
layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba’'da
dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Davin

Dimas Pratama yang berumur 2 tahun ;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan September 2016
keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai
terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan

penyebab yaitu:

a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah
secara layak kepada Penggugat kurang mencukupi untuk kebutuhan

sehari-hari;
b. Tergugat sering ringan tangan (KDRT) dengan memukul kepala,

menendang dan menampar Penggugat ketika terjadi percekcokan;
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c. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain (berselingkuh) dengan
seorang wanita yang bernama Yesi yang berasal dari Cikampek dan
bahkan sudah melangsungkan pernikahan siri dengan perempuan
tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan hal ini
diketahui Penggugat dari pengakuan langsung kakak Tergugat yang

bernama Karsam;
d. Tergugat sering kali lambat pulang dari tempat pekerjaan, dan apa bila

ditanya/di tegur selalu marah-marah dan berbuat kasar;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Agustus 2017 yang
mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai
dengan sekarang;

6. Bahwa lkatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari
suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan
cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus
menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,
sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini
dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima,
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kadim bin Sutarma)
terhadap Penggugat (Susilawati binti Sinan);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
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SUBSIDAIR:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir ke persidangan sedangkan
Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah
walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, dan ketidak hadiran Tergugat

tidak berdasarkan alasan yang sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan
mediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di

muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
2086/376/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah bermaterai
cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode dengan
bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas
Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai
berikut :

1. Sinan bin Timin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat
tinggal di Kampung pekopen barat, (di rumah orang tua Penggugat
Bapak Sinan), RT.001 RW.003, Desa Lambang Jaya Kecamatan Tambun

Selatan Kabupaten Bekasi;
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Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka
sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini
yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
ayah kandung Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan
selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Kampung Pekopen;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun
sejak September 2016 tidak rukun lagi karena sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

- Bahwa penyebab tidak rukunnya karena Tergugat tidak memberikan
nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan telah menikah sirri dengan
wanita lain;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak
berhasil;

2. Marhiyan bin Napen, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Kampung Pekopen Barat, RT.001 RW.003, Desa Lambang

Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama

Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah
pada tahun 2014;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung

Pekopen;
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- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu
orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun
sejak September 2016 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan yang terus menerus;

- Bahwa Tergugat telah mempunyai wanita lain/menikah sirri dengan Yessi
dan tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2017
yang lalu;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat
menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai
dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun
lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan
dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita
acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan
oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannnya dilangsungkan
menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang

mengadili perkara ini;
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Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terikat perkawinan sah
dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu,
berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat
dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, maka
dapat disimpulkan alasan atau dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;

3. Penyebab tidak rukunnya karena ;
a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah

secara layak kepada Penggugat kurang mencukupi untuk kebutuhan

sehari-hari;
b. Tergugat sering ringan tangan (KDRT) dengan memukul kepala,

menendang dan menampar Penggugat ketika terjadi percekcokan;
c. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain (berselingkuh) dengan

seorang wanita yang bernama Yesi yang berasal dari Cikampek dan
bahkan sudah melangsungkan pernikahan siri dengan perempuan
tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan hal ini
diketahui Penggugat dari pengakuan langsung kakak Tergugat yang

bernama Karsam;
d. Tergugat sering kali lambat pulang dari tempat pekerjaan, dan apa bila

ditanya/di tegur selalu marah-marah dan berbuat kasar;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada
Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan fotokopi Kutipan Akta
nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan
ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta
bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara
sah pada tanggal 27 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang
telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya memberikan
keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit
untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat
telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang tanpa
melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat
memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim
berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru
bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu
petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang
memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis
Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat
Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua
orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah
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sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi,
telah terjadi perselisihan, pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun
usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi
Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah
menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertegkaran dan perselisihan
yang terus menerus,

3. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
pisah rumah sejak Agustus 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis
Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcokan sehingga rumah
tangganya dapat dikatakan sudah pecah (broken marriage) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah tempat
tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah
rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak
dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat
dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, dan saksi keluarga telah berusaha
merukunkan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk
dipersatukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati
Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan
tetap ingin bercerai, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi
berkeinginan membina rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat, maka
Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam
rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa
tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan
suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling
pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi
berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar
kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan
norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk
menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat
ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi:

al 45V plls 969 wasu plg Yroluusdl PS5 (Ho S5 Wl (nE5 o
Artinya:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak
menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian
yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat
dipersidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan
dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahan Panitera Pengadilan Agama
Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
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Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam register ;

Menimbang, bahwa) perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat Tergugat (Kadim bin
Sutarma) terhadap Penggugat (Susilawati binti Sinan);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia
Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.

381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1439 H., oleh Hakim Pengadilan
Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. sebagai Ketua
Majelis dan lkin, S. Ag serta Drs. Sayuti sebagai hakim-hakim Anggota,
putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Taufik Ahmad, SH sebagai
panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh
Penggugat/Kuasa hukumnya tanpa kehadiran Tergugat;
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Ketua Majelis

DRA. HJ. SAHRIYAH, SH., M.SI.
Hakim Anggota Hakim Anggota

IKIN,S. Ag DRS. SAYUTI
Panitera Pengganti

TAUFIK AHMAD, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan  : Rp. 290.000,-

4. Redaksi :Rp. 5.000,-

5. Materai :Rp.  6.000,-

Jumlah : Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu
rupiah)
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